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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/PRT/M/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR 4/PRT/M/2007 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA

BERGULIR PADA BADAN LAYANAN UMUM-BADAN PENGATUR JALAN

TOL UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertibnya pengenaan jangka waktu

pengenaan bunga pinjaman sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

4/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana

Bergulir Pada Badan Layanan Umum Badan Pengatur

Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol, perlu

melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2007 tentang Tata

Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan Layanan

Umum Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan
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Tanah Jalan Tol;

b. bahwa Badan Layanan Umum bidang Pendanaan

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Toltelah ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

406/KMK.05/2009;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

4/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana

Bergulir Pada Badan Layanan Umum – Badan

Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005

tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2012(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam

Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013;
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5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135

Tahun 2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2014;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

8/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum;

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.05/2014

tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang

Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada

Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR 4/PRT/M/2007 TENTANG TATA CARA

PENGGUNAAN DANA BERGULIR PADA BADAN LAYANAN

UMUM-BADAN PENGATUR JALAN TOL UNTUK

PENGADAAN TANAH JALAN TOL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

4/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir Pada Badan
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Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol Untuk Pengadaan Tanah Jalan

Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PU No. 14 th

2008, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2,angka 4, angka 8, dan angka 13 diubah,

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang terdiri atas PresidendanparaMenteri.

2. MenteriadalahMenteriyang menangani urusan pemerintahan

di bidang Jalan.

3. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah

Badan Pengatur Jalan Tol yang dibentuk,berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.

4. Badan Layanan Umum-Bidang Pendanaan Sekretariat Badan

Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BLU-BPJT adalah

Badan Pengatur Jalan Tol yang menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan No.406/KMK.05/2009 tentang Penetapan Bidang

Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Pada

Departemen Pekerjaan Umum sebagai Instansi Pemerintah Yang

Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

5. Badan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut BIP adalah

instansi Pemerintah pada Kementerian Keuangan yang ditetapkan

sebagai Badan yang menerapkan Pola PengelolaanKeuangan

Badan Layanan Umum.

6. Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak dibidang

pengusahaan jalan tol yang telah menandatangani Perjanjian

Pengusahaan Jalan Tol.

7. Panitia Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebutP2T adalah

panitia yang dibentuk oleh Gubernur/Walikota/Bupati sesuai

dengan kewenangannya untuk melaksanakan pengadaan tanah

untuk kepentingan umum.

8. Tim Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut TPT adalah suatu

tim yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka pelaksanaan

pengadaan tanah jalan tol berada di bawah pembinaan Direktorat
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Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.

9. Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan

tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang melepaskan

atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda

lain yang berkaitan dengan tanah.

10.Biaya Pengadaan Tanah adalah biaya yang dibutuhkan untuk

melakukan pembebasan tanah yang meliputi uang ganti rugi hak

atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang

berkaitan dengan tanah, biaya Panitia Pengadaan Tanah, biaya

operasional Tim Pengadaan Tanah dan biaya pendukung.

11.Biaya Ganti Rugi Tanah adalah biaya ganti rugi hak atas

tanah,bangunan,tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan

dengan tanah.

12.Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU-BPJT

merupakan dana bergulir untuk membiayai ganti rugi tanah jalan

tol dan selanjutnya dikembalikan oleh Badan Usaha sesuai

ketentuan dalam perjanjian antara BLU-BPJT dengan Badan

Usaha.

13.Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebu PPJT

adalah perjanjian antara Kepala BPJT yang ditugaskan Menteri

atas nama Pemerintah dengan Badan Usaha Jalan Tol untuk

melaksanakan pengusahaan jalan tol.

14.Rekening Pengadaan Tanah adalah rekening Badan Usaha pada

sebuah Bank yang dipergunakan khusus untuk menyimpan Dana

Pengadaan Tanah yang disediakan oleh Badan Usaha.

15.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP

adalah surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh TPT

kepada BLU-BPJT dalam rangka pembayaran uang ganti rugi

tanah.

16.Seksi suatu ruas jalan tol yang selanjutnya disebut Seksi adalah

suatu bagian dari jalan tol yang dapat digunakan untuk lalu lintas

kendaraan dan dapat dikenakan tol.

17.Perjanjian Layanan Dana Bergulir adalah perjanjian antara BLU-

BPJT dengan Badan Usaha dalam rangka pembayaran ganti rugi

tanah jalan tol.
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2. Ketentuan Pasal 8huruf d, dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 8

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perjanjian Layanan Dana Bergulir sekurang-kurangnya memuat:

a. Besaran bunga dan biaya administrasi yang dibebankan kepada

Badan Usaha atas penggunaan dana BLU-BPJT untuk pembayaran

ganti rugi tanah pada ruas jalan tol yang konsesinya dimiliki oleh

Badan Usaha.

b. Ketentuan pengembalian dana BLU-BPJT yang telah digunakan

termasuk bunganya, setelah pengadaan tanah satu Seksi selesai

atau pekerjaan konstruksi badan jalan pada seksi dimaksud dapat

dilaksanakan.

c. Ketentuan pengembalian dana BLU-BPJT sebagaimana dimaksud

pada huruf diatas berlaku sampai pengadaan tanah seluruh Seksi

selesai.

d. dihapus.

e. dihapus.

f. Besaran bunga dan biaya administrasi ditetapkan oleh Kepala BLU-

BPJT dengan memperhitungkan kewajiban BLU-BPJT.
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Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

DitetapkandiJakarta.

pada tanggal 29 Desember 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY


